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ABSTRAK

A. ABUL FADLY (B11116559) Tinjauan Kriminologis Terhadap
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota Kepolisian (Studi
Kasus Di Polrestabes Makassar Tahun 2017-2019) (Dibawah
bibimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama, dan Audyna
Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab
terjadinya oknum polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika dan
upaya penanggulangan yang dilakukan untuk mencegah terjadi nya oknum
polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitan hukum empiris
dengan teknik studi lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang
dilakukan untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Dan studi
pustaka (library research) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh
data sekunder dengan menelaah buku-buku, peraturan perundang-
undangan dan data yang didapatkan dari penulisan melalui berbagai media
yang ada hubungannya dengan penulisan skripsi ini.

Adapun hasil penelitian adalah 1) ada beberapa faktor penyebab
oknum anggota kepolisian polresta Makassar terlibat dalam
penyalahgunaan narkotika yaitu sekedar coba-coba, karena depresi,
pengalih pikiran dan stimulus dalam bekerja. 2) Adapun Upaya
penanggulangan penyalahgunaan nerkotika yang dilakukan anggota
Polresta Makassar, yaitu melaksanakan proses hukum sesuai yang berlaku.
Upaya itu meliputi rangkaian tindakan untuk tujuan pengungkapan kasus
hingga penegakan hukum apabila ditemui anggota Polresta Makassar yang
penyalahgunaan narkotika secara keseluruhan menurut hukum yang
berlaku. Serta penerapan sanksi berdasarkan peraturan internal kepolisian
melalui sidang kode etik.

Kata Kunci: Kriminologi, Penyalahgunaan Narkotika, dan Anggota
Kepolisian.
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ABSTRACT

A. ABUL FADLY (B111 16 559) Criminological Review of Narcotics
Abuse by Members of the Police (Case Study in Makassar Police
Department Year 2017-2019) (Under Abd. Asis as the Main Supervisor,
and Audyna Mayasari Muin as Companion Supervisor).

This study aims to find out the factors that cause the occurrence of police
officers who commit narcotics abuse and countermeasures carried out to
prevent the occurrence of police officers who commit narcotics abuse in the
city of Makassar.

This research uses empirical legal research method with field research
techniques, namely research conducted to obtain primary data and
secondary data. And library research is research conducted to obtain
secondary data by studying books, legislation and data obtained from writing
through various media that have to do with the writing of this thesis.

The results of the study are 1) there are several factors that cause members
of the Makassar police force to engage in narcotics abuse,namely just trial
and error, because of depression, diversion and stimulusin working. 2)
Efforts to combat the misuse of nerkotika carried out by members of the
Makassar Police, namely carrying out the legal process in accordance with
the applicable. The effort includes a series of actions for the purpose of
disclosing cases to law enforcement if found members ofthe Makassar
Police Department who abuse narcotics as a whole according to applicable
law. As well as the application of sanctions based on internal police
regulations through acode of conduct hearing.

Keywords: Criminology, Narcotics,and Police Officers.
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KATAPENGANTAR

Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi

Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada-Nya segala
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Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh OknumAnggota Kepolisian
(Studi Kasus Di Polrestabes Makassar Tahun2017-2019)

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal
segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik
dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di
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viii



dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi

ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih
yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya () dan Ibu saya () yang telah
membesarkan dan mendidik penulis dengan sebaik-baiknya. Kepada kalian
segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusiayang
dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau
diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidanayang
diberi sanksi berupa sanksi pidana. Untuk membedakan suatuperbuatan

sebagai tindak pidana atau bukan tindak pidana ialah apakahperbuatan

tersebut diberi sanksi pidana atau tidak diberi sanksi pidana.1

Terdapat berbagai jenis tindak pidana, salah satunya tindak pidana
penyalahgunaan narkoba. Tindak pidana yang berhubungan dengan
narkoba temasuk kedalam tindak pidana khusus, karena tindak pidana
narkoba tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
sebagai dasar pengaturan, melainkan menggunakan Undang- Undang
pasal 127 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut
Undang-Undang  Narkotika). = Penyalahgunaan  narkotika adalah
penggunaantanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tidak untuk
maksudpengobatan, tetapi karena ingin menikmati pengaruhnya, dalam
jumlahberlebih,kurang teratur dan berlangsung cukup lama,sehingga

menyebabkan gangguan kesehatan fisik, mental dan

1 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, him. 22



kehidupan sosial. Berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan
gangguan kesehatan fisik, mental dan kehidupan sosial.

Penyalahgunaan narkoba telah lama menjadi masalah utama yang
serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun
di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia.
Kita ketahui bahwa masalah narkoba dewasa ini merupakan masalah
yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan
masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karna narkoba
merupakan benda yang dapat merusak bagi pemakai bila tidakdigunakan
dengan ketentuan medis. Narkoba juga memberikan keuntungan yang
besar bagi pengedarnya sehingga kejahatan ini menjadi sering
dilakukan.

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba sekarang ini telah
dilakukan secara terang-terangan oleh para pemakai dan pengedar
dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang
dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun
elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana- mana
tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat
diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun
negara dimasa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah
terutama keluarga para korban, mereka kini sudah ada yang bersedia
menceritakan keadaan anggota keluarganya dari penderitaan kecanduan

narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainya itu.?

2 Moh. Taufik Makarao, Suharsil, dan H. Moh Zakky, 2003, Tindak Pidana
Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, him. 1.



Bukan rahasia lagi, aparat penegak hukum dalam hal ini polisi
dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan
penyalahgunaan obat-obatan terlarang sering bertindak diluar prosedur
hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan
tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai
dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai penegak hukum.
Hal tersebut bukan hanya rapuhnya mental dari para penegak hukum
yang harus kita perhatikan tetapi juga rendahnya profesionalismeaparat
penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas
memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan
kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak
pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal
pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang
sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum polisi yang
bahkan menyalahgunakan wewe nangnya dengan ikut menggunakan dan
mengedarkan obat-obatan terlarang atau narkoba.

Hal tersebut tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa
percaya masyarakat kepada polisi untuk memberikan jaminan kepastian
hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.
Dalam hal ini polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas
serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan
panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut

serta dalam proses pemberantasan kejahatan



narkoba. Namun sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan
menggunakan dan mengedarkan narkoba, tentu saja dapat memberikan
kesan atau pandangan negatif terhadap citra polisi itusendiri.

Sebagai salah satu kasus ialah yang terjadi akhir-akhir ini Polda
Sulawesi Selatan mengamankan tiga oknum anggota polisi terkait
narkotika jenis sabu di salah satu kamar hotel di Makassar juga bersama
satu perempuan. Penangkapan tiga oknum itu ialah Brigpol Herianto,
Brigpol Sri Amar, Brigpol Ruslan, dan Asriani. Pengungkapannya
berawal saat tim khusus dires narkoba polda sulsel mendapatkan
informasi adanya penyalahgunaan narkoba ditempat itu. Penggerebekan
itu dipimpin langsung oleh Diresnarkoba Polda Sulawesi Selatan. Barang
bukti yang berhasil diamankan ialah 5 unit handphone, uang tunai 3,8 jt,
serta senpi genggam jenis revolver amunisi 6 peluru milik SA. Hasil tes
urunnya juga positif.2

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh institusi Kepolisian
dalam rangka meminimalisir bahkan menghilangkan adanya keterlibatan
anggota Polisi terhadap masalah narkoba, baik dalam bentuk pemberian
pembekalan yang disampaikan pada saat dilaksanakanya pendidikan
pembentukan Bintara maupun Perwira, tindakan pengawasan secara
internal baik oleh bidang pengawasan (Inspektorat) maupun bidang

Propam (Profesi dan pengamanan

3 https://m.detik.com/news/berita/d-4441070/3-polisi-dan-1-perempuan-ditangkap-
saat-pesta-sabu-di-makassar.



internal), baik dengan metode berkala maupun inspeksi memdadak
(sidak) yang disertai test urine kepada seluruh anggota Polri dan PNS
Polri dari golongan atau pangkat yang paling rendah (Bintara) sampai
dengan Perwira Tinggi (Jendral) yang dilakukan bekerja sama dengan
Badan Nasional Narkotika Provinsi (BNNP), demikian pula upaya
tindakan tegas bagi anggota yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan
narkoba melalui proses peradilan umum dan diperberat dengan
mengajukanya kesidang Kode Etik Profesi Polri yang sanksi hukumanya
hingga pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas
kepolisian.

Lemahnya pengawasan oleh institusi penegak hukum menjadi
salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan
narkoba. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak
kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang
haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan
anggota masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar anggota
polisi yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukan dapat dihukum
berat, bukan hanya diberikan sanksi melanggar disiplin atau sekedar
peringatan saja.

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi
pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah
melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang
melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan

dan terwujud pula pertanggung jawaban pidana oleh oknum polisi



tersebut. Apalagi yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari
aparat penegak hukum. Tentu saja yang diinginkan adalah pemberian
sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi
dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya
sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak
hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk
mengkayji perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anggota Polri
sebagai tersangkanya, yang hasil penelitianya akan dituangkan dalam
bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “Tinjauan Kriminologis
Terhadap Tindakan Oknum Polisi Yang Dengan Sengaja Melakukan
Penyalahgunaan Narkotika DI Kota Makassar”

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menjadi faktor penyebab oknum kepolisian melakukan
penyalahgunaan narkotika di kota Makassar?

2. Bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat
penegak hukum terhadap oknum kepolisian yang melakukan
penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab oknum
kepolisian melakukan penyalahgunaan narkotika di kota Makassar.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan yang
dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap oknum kepolisian

yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Kota Makassar.



D. Kegunaan Penelitian
Sebaik-baiknya ilmu pengetahuan adalah yang memiliki manfaat.
Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:
1. Kegunaan Teoritik
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pengetahuan, memberikan tambahan wacana dan dapat menjadi
referensi dalam pengembangan ilmu hukum pengetahuan hukum,
khususnya hukum pidana, serta menambah informasi bagi siapa saja
yang membutuhkan, dalam rangka memberikan penjelasan
mengenai prosedur pemberian sanksi atau hukuman kepada oknum
polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika.
2. Kegunaan Praktis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan
pengetahuan kepada instansi terkait dan masyarakat pada
umumnya dalam  menanggulangi  terjadinya  masalah
penyalahgunaan narkotika dilingkup kepolisian.
b. Sebagaisumberilmu pengetahuan baru bagi penulissendiri.
c. Melengkapi syarat akademis guna mendapatkan gelar Sarjana
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
E. Keaslian Penelitian
Penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap
Tindakan Oknum Polisi Yang Dengan Sengaja Melakukan
Penyalahgunaan Narkotika” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti

sendiri berdasarkan buku-buku, majalah ilmiah, jurnal, peraturan



perundang-undangan yang berlaku, serta fakta-fakta sosial yang terjadi.
Sebagai perbandingan dapat dikemukakan beberapa hasil penelitian
oleh beberapa peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Almira Putri Belinda Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang tahun 2018.

a. Judul: Penerapan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan
narkotika yang dilakukan oleh oknum polisi (Studi putusan nomor:
1933K/Pid.Sus/2013/PN. Lht dan Putusan nomor:
123/Pid.Sus/2013/PN. Smg)

b. Rumusan masalah:

1. Bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap oknum polisi
yang melakukan tindak pidana narkoba?

2) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap oknum polisi
yang melakukan tindak pidana narkotika pada putusan
pengadilan nomor 1933K/Pid.Sus/2013/PN.Lht dan nomor
123/Pid.Sus/2013/PN. Smg?

2. Aspar Amien Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin Makassar Tahun 2016

a. Judul: Tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika
yang dilakukan oleh oknum kepolisian (Studi kasus putusan
nomor: 1811/Pid.B/2013/PN. MKks)

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap

pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang



dilakukan oleh aparat kepolisian di kota Makassar dalam
putusan no.1811/Pid.B/2013/PN. Mks?

2) Bagaimanakah pertimbangan hukum  hakim dalam
menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam putusan
no.1811/Pid.B/2013/PN. Mks?

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini difokuskan pada
faktor-faktor penyebab terjadinya oknum polisi yang melakukan

penyalahgunaan narkotika dan upaya penanggulangannya.



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi
1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi, sebagai salah satu cabang ilmu hukum pidana,
telah memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat
tentang kejahatan akibat kejahatan dan upaya untuk menurunkan
angka kejahatan. Secara etimologis, kriminologi berasal dari istilah
crime dan logo. Crime artinya kejahatan, logo artinya ilmu, sehingga
kriminologi bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan.
Istilah kriminologi berasal dari antropolog Perancis P. Topinard, dan
menjelaskannya dengan memberikan penjelasan yang cukup
lengkap tentang arti sebenarnya dari kriminologi.

Kriminologi adalah alat ilmiah untuk mempelajari kejahatan dan
kejahatan. Dalam bentuk ilmu, kriminologi merupakan “badan utama
iimu” dan didukung oleh ilmu dan hasil penelitian dari berbagai disiplin
ilmu, sehingga ruang lingkup metode penelitianuntuk objek penelitian
sangat luas, sedangkan ilmu sosial bersifat interdisipliner dan
humaniora. Selain makna yang bermakna, ini juga mencakup

kontribusi dari ilmu pasti dalam arti luas.>

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo

4 Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, PT Rajawali Press, Jakarta,
him. 9.

5 Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika,
Yogyakarta, him.14.
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mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya

mencakup:®

a. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi
kepercayaan yang salah terutama yang menyangkutsebab-
sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan
narapidana yangbaik;

b. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat
untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh
menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaranhukum;

c. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan
hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan
penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan
yang sebelumnya tidak tersedia mengenai non delikuen dan
mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam
hubungan dengan kejahatan.

Sebagai ilmu yang objeknya kejahatan, kejahatan adalah
fenomena sosial, dan kriminologi pada dasarnya adalah subjek yang
faktual. Teguh Prasetyo mendefinisikan kriminologi bukan sebagai
disiplin seperti disiplin hukum yang "abstrak”, tetapi disiplin yang
membahas masalah "realistis".

Selain penjelasan di atas, beberapa definisi mengenai
kriminologi yang dinyatakan oleh sarjana-sarjana terkenal lainnya

ialah:’

a  Mr. Paul Moedigdo Moeliono menyatakan kriminologi adalahilmu
pengetahuan yang ditunjang berbagai ilmu yang membahas
kejahatan sebagai masalahmanusia;

b. J. Constant menyatakan kriminologi adalah pengetahuan empiris,
bertujuan menentukan faktor-faktor sosiologis, ekonomis, dan
individual;

® Topo Santoso dan Eva Achjani, Op. Cit., him. 35.
7, Kartini Kartono, 2003, Pemimpin dan Kepemimpinan, PT. Raja Grafindo
Persada, Jakarta, him. 134
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¢ W. Sauer menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu
pengetahuan mengenai sifat-sifat jahat pribadi perorangan dan
bangsa-bangsa; objek penyelidikannya ialah kriminalitas dalam
kehidupan perorangan, serta kriminalitas dalam kehidupan
negara-negara dan bangsa-bangsa;

d S. Seelig mengemukakan bahwa kriminologi adalah ajaran
tentang gejala-gejala kongkrit yaitu gejala badaniah dan rohaniah
mengenai kejahatan.

Definisi-definisi kriminologi yang dikemukakan oleh beberapa
ahli didalam buku Kriminologi L. Moeljatno:®

a. Stephan Hurwitz, kriminologi dianggap bagian dari criminal
science yang dengan penelitian-penelitian empiris berusaha
member  gambaran  tentang fakta-fakta kriminalitas
(etiologikriminalitas);

b. Thrsten Sellin, kriminologi dipakai untuk menggambarkan
tentang ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan cara
menanggulanginya (treatment);

c. Moeljatno, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang

kejahatan dan tentang kelakuan jelek serta tentang orang
tersangkut padakejahatan.

2. Objek Kriminologi
Jadi secara umum dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai
pendapat para ahli tersebut diatas bahwa objek studi dalam
kiminologi mencakup tiga hal, yaitu:®
a. Kejahatan
Kejahatan yang disebutkan di sini merupakan kejahatan
yang melanggar hukum pidana. Kriminologi dituntut menjadi
bidang keilmuan yang dapat menyumbangkan ide-ide untuk
kebijakan hukum pidana. Diharapkan dengan mempelajari

kejahatan dan jenis identifikasinya, kriminolog juga dapat

8 L. Moeljatno, 1982, Kriminologi, PT. Bina Aksara, Jakarta, him. 3.
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mempelajari tingkat kesadaran hukum dari kejahatan yang
termasuk dalam hukum pidana di masyarakat.
b. Pelaku
Setelah mempelajari  kejahatan, sangat tepat untuk
mempelajari para pelaku kejahatan tersebut. Namun, gagasan
sederhana ini tidak terjadi.Orang yang dapat diidentifikasi
sebagai pelanggar dan diklasifikasikan sebagai pelanggaradalah
mereka yang telah diidentifikasi sebagai pelanggar oleh
pengadilan. Objek penelitian kriminologi pada pelaku tindak
pidana adalah mereka yang melakukan tindak pidana.
Diharapkan melalui penelitian ini dapat diukur tingkat kesadaran
masyarakat terhadap undang-undang yang berlaku guna
merumuskan suatu kebijakan hukum pidana yang baru.
c. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan
pelaku
Pada akhirnya tidak salah jika masyarakat memutuskan
apa yang tidak masuk akal dan membutuhkan sanksi pidana.
Oleh karena itu dalam hal ini kriminologi perlu memperhatikan
keinginan dan harapan masyarakat.
3. RuangLingkupKriminologi

Menurut A. S. Alam, ruang lingkup pembahasan Kriminologi

® http://lovelycules.blogspot.co.id/2011/12/kriminologi.html, Diakses tanggal 14
Juli 2020, Pukul 15.46 WITA.

13


http://lovelycules.blogspot.co.id/2011/12/kriminologi.html

meliputi tiga hal pokok, yaitu:1°

a. Proses pembuatan Hukum pidana dan acara pidana
(makinglaws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum
pidana (process of making laws) meliputi definisi kejahatan,
unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan,
penggolongan kejahatan dan statistik kejahatan;

b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan
terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang
dibahas dalam etiologi criminal (breaking of laws). Meliputi
aliran-aliran (mahzab-mazhab) kriminologi, teori-teori kriminologi
dan berbagai perspektif kriminologi; Reaksi terhadap
pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking of laws).
Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar
hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon
pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan
(criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian
ketiga adalah perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum
(Reacting Toward the Breaking laws). Meliputi:

1) Teori-teori penghukuman;

2) Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan
baik berupa tindakan pre-entif, preventif, represif, dan
rehabilitative.

Secara umum dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, him. 2.
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Kriminologi mempelajari kejahatan, yaitu norma-norma yang ada
dalam hukum pidana, dilanjutkan dengan studi tentang parapelanggar
yang biasa disebut dengan kriminal. Ketiga adalah bagaimana orang
menanggapi gejala atau bagaimana reaksi munculdi masyarakat..
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana
1. Pengertian

Istilah kriminal merupakan terjemahan dari tindakan strafbaar
yang dikenal dalam hukum pidana Belanda. Perilaku Strafbaar,
makna sebenarnya dari perilaku Strafbaar itu sendiri tidak dijelaskan
dalam Hukum Pidana. Biasanya, kejahatan identik dengan kejahatan,
dan berasal dari kata Latin delictum.t!

Delik disebut starfbaar feitdalam bahasa Belanda dan terdiri dari
tiga kata: straf, baar dan feit. Masing-masing memiliki arti, straf
diartikan sebagai kejahatan atau hukum, baar diartikan sebagai
mungkin dan mungkin, dan secara khusus diartikan sebagai
perbuatan, peristiwa, atau perbuatan ilegal. Oleh karena itu, istilah
"strafbaar feit" adalah peristiwa yang dapat memvonis atau perbuatan
yang dapat memvonis.1?

Jonkers menganggap perilaku semacam ini sebagai kejahatan,

dan dia menafsirkannya sebagai pelanggaran hukum

1 Teguh Prasetyo, 2016, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, him.47.

12 Amir llyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education
Yogyakarta & PUKAP-Indonesia, Yogyakarta, him. 19.
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(wederrechtelijk), yang terkait dengan perilaku yang disengaja atau
salah dari orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.!3

Moeljatno menggunakan istilah kriminal saat menerjemahkan
istilah strafbaar feit. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang
oleh negara hukum dan disertai dengan ancaman (sanksi) kepada
siapapun yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan
bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan
hukum dan harus dihukum.Hal ini perlu diingat bahwa perbuatan yang
dilarang adalah perbuatan yang diarahkan pada perbuatan tertentu
(yaitu situasi atau peristiwa yang disebabkan oleh perbuatan tertentu.
), dan ancaman hukuman. Ini dityjukan pada orang yang
menyebabkan kejadian tersebut. Penggunaan kata aksi sebagai
makna abstrak melibatkan dua kondisi spesifik, Pertama, adanya
suatu peristiwa, dan Kedua, seseorang menyebabkan terjadinya
peristiwa tersebut.14

Menurut Pompe, perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat
dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja ataupun
tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi

terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentingan umum. %

13 1bid., him. 20.

14 Moeljanto, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, him. 59.
15 P.AF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-dasar
Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, him. 180.

16



Simons telah merumuskan strafbaar feit itu sebagai suatu
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja
ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-

undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

16

Alasan dari Simons apa sebabnya strafbaar feit itu harus
dirumuskan di atas adalah Pertama, untuk adanya suatu strafbaar feit
itu diisyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang
dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dimana
pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah
dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum dan Kedua,
agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut
harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan
dalam undang-undang, dan setiap strafbaar feit sebagai pelanggaran
terhadap pelarangan atau kewajiban menurut undang- undang itu,
pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum suatu
onrechtmatige handeling. 17

Dari beberapa penjelasan ahli yang memberikan salah satu
tindak pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perlakuan

onrechtmatige terhadap larangan dan kewajiban hukum yang

16 1bid, him. 183.
71bid, him. 184.
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dilakukan dengan sengaja atau tidak memenuhi semua unsur -
unsur pelanggarannya.
2. Unsur-Unsur

Dalam menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-
unsurnya, maka mula-mula harus dibahas adalah suatu tindakan
manusia, karena dengan tindakan itulah seseorang dapat melakukan
apa yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang
terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada
umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari
unsur subjektif dan unsur objektif.18

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk segala
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang
dimaksud unsur objektif adalah yang ada hubungannya dengan
keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari pelaku itu harus
dilakukan.t®

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:2°

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa);

b) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging
seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1 KUHP);

c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat
dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,pemerasan,
pemalsuan dan lain-lain;

d) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte seperti

yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut
Pasal 340 KUHP; dan

8 Amir llyas, Op.cit, him. 45.
9P AF Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, Op.cit. him. 192.
20 1bid.,
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e) Perasaan takut antara lain terdapat di dalam rumusan
tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

f) Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:2!

g) Sifatmelawan hukum atau wederrechtelicjkheid;

h) Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang
pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal
415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris
dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut
Pasal 398 KUHP; dan

) Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai
akibat.

Dalam rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP,

dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:??

Unsur tingkah laku;

Unsur melawan hukum;

Unsur kesalahan;

Unsur akibatkonsumitif;

Unsur keadaan yang menyertai

Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
Unsur obyek hukum tindak pidana;

Unsur kualitas subyek hukum tindak pidana; dan
Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

= DT QPDo o 0O T QD
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Dalam hukum pidana juga dikenal dua pandangan tentang
unsur perbuatan pidana, yaitu:
a) Pandangan Monistis
Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang
melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal

yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-

21 |bid., him. 192-193
22 Addami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana 1, Rajawali Pers, Jakarta, him.
82.
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prinsip pemahaman, bahwa di dalamnya perbuatan yang dilarang
dan pertanggungjawaban pidana. 23
Menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana
harus dipenuhi unsur-unsur yaitu perbuatan manusia, baik dalam
arti perbuatan positif maupun perbuatan negatif, diancamdengan
pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan oleh
orang yang mampu bertanggung jawab. 24
Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa kesalahan yang

dimaksud oleh Simons meliputi dolus dan culpalata, dan
memberikan komentar bahwa Simons mencampurkan unsur-
unsur perbuatan pidana yang meliputi perbuatan serta sifat yang
melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana dan
mencakup kesengajaan, kealpaan, kelalaian dan kemampuan
bertanggungjawab. 2°

Dapat disimpulkan bahwa pendukung pandangan monistik
harus menyesuaikan diri dengan unsur obyektif (actus reus) dan
unsur subyektif (mens rea) ketika menganggap suatu perilaku
sebagai kejahatan.

b) Pandangan Dualitas

Dari perspektif dualitas, bedakan perilaku kriminal dengan

tanggung jawab kriminal. Menurut pandangan dualitas, perilaku

kriminal hanya tercakup dalam perilaku kriminal, dan kapasitas

23 Amir llyas, Op.cit. him. 38.
24 1bid., him. 39.
%5 bid.,
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respon kriminal bukan merupakan elemen dari perilaku kriminal.
Oleh karena itu, untuk menyatakan suatu perbuatan tertentu
sebagai tindak pidana, sudah cukup asalkan bersifat hukum,
melanggar hukum dan tanpa alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan.6
Menurut Moeljatno (pejuang dualisme), unsur perilaku
kriminal adalah perilaku (dilarang undang-undang) dan ancaman
(bagi yang melanggar larangan). Artinya negara hukum hanya
bisa melarang perilaku manusia. Arti utama dari kata majemuk
berdasarkan perilaku kriminal adalah tingkah laku, tetapi tidak
lepas dari orangnya. Ancaman diancam (diancam) berartitindakan
tersebut belum tentu dihukum. Pengertian hukuman adalah
pengertian umum, yaitu dihukum. Tepatnya, apakah orang yang
melakukan perbuatan itu harus dihukum bukan merupakan definisi

tindak pidana.?’
C. Tinjauan Umum tentang Pemidanaan
1. Pengertian

Pidana pidana dapat diartikan sebagai tahapan penetapan
sanksi dan juga tahapan penerapan sanksi dalam hukum pidana.
Istilah "kejahatan" biasanya diartikan sebagai hukum, sedangkan

istilah "hukuman" diartikan sebagai hukuman. Doktrin ini

26 |bid., him. 40.
27 Addama Chazawi, Op.cit., him. 79.
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membedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana

formal.

Tirtamidjaja menjelaskan hukum pidana meteril dan hukum
pidana formil sebagai berikut:®

a. Hukum pidana materil adalah kumpulan aturan hukum yang
menentukan pelanggaran pidana, menetapkan syarat-syarat
bagi pelanggar pidana untuk dapat dihukum, menunjukkan
orang dapat dihukum dan dapat menetapkan hukuman ataas
pelanggaran pidana.

b. Hukum pidana formil adalah kumpulan aturan hukum yang
mengatur cara mempertahankan hukum pidana materil
terhadap pelanggaran yang dilakukan orang-orang tertentu,
atau dengan kata lain mengatur cara bagaimana hukum pidana
materil diwujudkansehingga memperoleh keputusan hakim
serta mengatur cara melaksanakan putusanhakim.

Hukuman pidana merupakan tindakan terhadap pelanggar
yang biasanya tidak dapat dibenarkan, terutama bukan karena
berdampak positif pada terpidana, korban, dan orang lain dalam
masyarakat. Oleh karena itu, teori ini disebut juga
konsekuensialisme. Hukuman tidak dijatunkan karena dia

melakukan kejahatan, tetapi karena yang melakukan kejahatan

28 | eden Marpaung, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika,
Jakarta, him. 2.
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tidak akan lagi melakukan kejahatan, dan orang lain takutmelakukan
kejahatan serupa.

Pemberian pidana atau pemidanaan dapat benar-benar
terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai
berikut:

a. Pemberianpidana oleh pembuat undang-undang;
b. Pemberianpidana oleh badan yang berwenang;
c. Pemberianpidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Tujuan Pemidanaan

Diindonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan
tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono
Prodjodikoro, yaitu:?°
a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan
kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals
preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah
melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan
kejahatan lagi (speciale preventif), atau

b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan
kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya
sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan

yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

2 Wirjono Prodjodikoro. 1981. Hukum Acara Pidana di Indonesia. Sumur
Bandung, him. 16.
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a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-
kejahatan, dan

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu
untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat
yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki
lagi.

Dari pemikiran di atas, melahirkan beberapa teori tentang
tujuan pemidanaan, pada umumnya teori-teori pemidanaan terbagi
atas tiga, sebagai berikut:

a. Teori Absolut atau Teori pembalasan (Vergeldings Theorien)

Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum
pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan
suatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada
sebagai suatu pembalasan terhadap kejahatan sehingga sanksi

bertujuan untuk memuaskan tuntutankeadilan.

b. Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)

Berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat
untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori
ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu
kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana

mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki
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sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi,
dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.
c. Teori Gabungan/modern (Vereningings Theorien)

Teori gabungan atau teori modern memandang bahwa
tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan
antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan)
sebagai satu kesatuan.Teori ini bercorak ganda, dimana
pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh
pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab
tindakan yang salah.Sedangkan karakter tujuannya terletak
pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi
atau perubahan prilaku terpidana dikemudian hari.

D. Tinjauan Umum Tentang Narkoba
1. Pengertian

Narkoba mengacu pada obat-obatan, zat, dan zat bukan
makanan. Narkoba terutama bekerja pada kerja otak (sistem saraf
pusat) setelah diminum, dihirup, dihirup, ditelan atau disuntikkan, dan
sering menyebabkan ketergantungan. Narkoba, psikotropika, dan zat
adiktif lainnya, termasuk minuman beralkohol, digolongkan sebagai
narkoba. Penyalahgunaan narkoba bukanlah untuk menggunakan

narkoba untuk tujuan medis tetapi untuk menikmati manfaatnya.3°

%0 pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika
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2. Jenis-jenis
a. Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari
tanaman/bukan tanaman baik sintetis, maupun semisintetis yang
dapat menyebabkan penurunan/perubahan kesadaran,
menghilangkan/mengurangi rasa nyeri.

Ada 3 golongan narkotka menurut pontensinya
menyebabkan ketergantungan:

1) Narkotika golongan I: berpotensi sangat tinggi menyebabkan
ketergantungan dan tidak digunakan untuk pengobatan.
Contoh: heroin, kokain dan ganja.

2) Narkotika golongan II: berpotensi tinggi menyebabkan
ketergantungan dan digunakan pada pengobatan sebagai
pilihan terakhir. Contoh: morfin dan petidin.

3) Narkotika golongan Ill: berpotensi ringan menyebabkan
ketergantungan dan banyak digunakan dalam terapi. Contoh:
kokain.

b. Psikotropika

Psikotropika adalah zat/obat, baik alamiah maupun sintetis
bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh
selektif pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan
khas pada aktifitas mental dan prilaku.

1) Psikotropika golongan |: sangat kuat menyebabkan
ketergantungan dan tidak digunakan dalam pengobatan.
Contoh: MDMH(Ekstrasi), LSD, dan STP.

2) Psikotropika golongan II: berpotensi tinggi menimbulkan
ketergantungan dan digunakan pada pengobatan secara
terbatas. Contoh: amfetamin, metamfetamin (sabu),
fensiklidin (PCP), dan ritalin.

3) Psikotropika golongan II: berpotensi menyebabkan
ketergantungan dan banyak digunakan.
dalam pengobatan. Contoh: pentobarbital,flunitrazepara
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4) Psikotropika golongan IV: berpotensi menyebabkan
ketergantungan dan sangat luas digunakan dalam
pengobatan. Contoh: mogadon (MG), pil BK, nitrazepam
dil.

c. Zat Psikoaktiflain
Psikoaktiflain adalah zat/bahan lain bukan narkotika dan
psikotropika yang berpengaruh terhadap kerja otak.
1) Alkohol pada minuman keras, terdiri atas:

a) Golongan A dengan kadar etanol 1-5%, contoh: bir
b) Golongan B dengankadar etanol 5-20%, contoh: minuman
anggur
c) Golongan C dengan kadar etanol 29-45% conto: whiskey,
walker, vodka, dli
2) Inhalansi/Solven, adalah gas/zat pelarut yang mudah
menguap berupa senyawa organik yang sering digunakan
untuk berbagai keperluan industri, kantor, bengkel, toko dan
rumah tangga. Contonya lem, bensin, thiner, aerosol, acetan,
yang disalah gunakan dengan cara dihirup.
3) Nikotin, merupakan bahan penyebab ketergantungan.
Contoh: pada rokok.

E. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian
1. Pengertian Kepolisian
Dalam kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarminto
dikemukakan bahwa istilah Polisi mengandung pengertian sebagai
berikut:

a. Badan Pemerintahan (kelompok pegawai negeri yang bertugas
memelihara keamanan dan memelihara ketertiban umum.

b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan menjaga
ketertiban umum.

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan
fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang
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Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) disebutkan

bahwa:

a.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat,  menegakkan hukum, serta memberikan
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat
dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kepolisian
nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan

peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugasdan Wewenang

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut

UU Kepolisian Pasal 13 adalah:

a.

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. Menegakkan hukum; dan

Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada
masyarakat.

Tujuan pemberian kekuatan polisi adalah agar mampu

menciptakan atau menciptakan rasa aman, damai, tertib, dan damai

dalam masyarakat. Oleh karena itu, kami berharap setiap anggota

Polri dapat merefleksikan dan memahami kembali apa tujuan

pemberian izin ini dan mengapa diperoleh. Wewenang untuk

melakukan tindakan yang diberikan kepada Polri umumnya dapat

dibedakan menjadi dua, yaitu:
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a. Wewenang-wewenang umum yang mendasarkan tindakan yang

dilakukan polisi dengan asas legalitas dan plichmatigheid yang

sebagai besar bersifat preventif.

b. Wewenang khusus sebagai wewenang untuk melaksanakan

tugas sebagai alat Negara penegak hukum khususnya untuk
kepentingan penyidikan, dimana sebagian besar sifatnya
represif.

Menurut UU Kepolisian, dalam rangka menyelenggarakan

tugas, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum

berwenang:

9)

Menerima laporan dan/atau pengaduan;

Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang
dapat mengganggu ketertiban umum;

Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau
mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,

Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan
administratif kepolisian;

Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dan
tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret
seseorang;

Mencari keterangan dan barag bukti;

10)Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang

diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
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12) Memberikan  bantuanpengamanan dalam sidang dan
pelaksanaan putusan pengadila, kegiatan instansi lain, serta
kegiatan masyarakat;

13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara
waktu.

3. KodeEtik Kepolisian

Kode etik profesi adalah kode etik yang dibentuk dan diterima
oleh badan profesi, kode etik tersebut menjadi pedoman atau
pedoman bagi anggotanya atas perilakunya, sekaligus menjamin
kualitas moral suatu profesi di mata masyarakat. Kode etik profesi
merupakan hasil dari pengaturan diri profesi yang merupakan
perwujudan nilai moral dasar yang tidak dapat dipaksakan kepada
orang lain tanpa adanya kode etik. Kode etik profesi merupakan tolak
ukur perilaku anggota suatu badan profesi dan upaya mencegah
anggotanya melakukan perilaku tidak etis.®!

Pedoman Pengalaman Kode Etik POLRI, yakni:

a. Setiapanggota POLRI insane Rastra Sewakottama:

1) Mengabdi kepada nusa dan bangsa dengan penuh
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

2) Berbakti demi keagungan nusa dan bangsa yang bersendikan
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sebagai

kehormatan yang tertinggi;

31 Abdulkadir Muhammad. 2006. Etika Profesi Hukum. PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, him. 77

30



3) Membela tanah air, mengamankan dan mengamalkan
pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tekat
juang pantang menyerabh;

4) Menegakan hukum dan menghormati kaidah-kaidah yang
hidup dalam masyarakat secara adil dan bijaksana;

5) Melindungi, mengayomi serta membimbing masyarakat
sebagai wujud pangilan tugas pengabdian yang luhur.

. Setiapanggota POLRI insane Nagara Yanottama:

1) Berdharma untuk menjamin ketentraman umum bersama-
sama warga masyarakat membina ketertiban dan keamanan
demi terwujudnya kegairahan kerja dan kesejahtraan lahir
batin;

2) Menampilkan dirinya sebagai warga Negara yang berwibawa
dan dicintai oleh sesama warga negara,

3) Bersikap disiplin, percaya diri, tanggung jawab, penuh
keikhlasan dalam tugas, kesungguhan serta selalu menyadari
bahwa dirinya adalah warga masyarakat di tengah-tengah
masyarakat;

4) Selalu peka dan tanggap dalam tugas, mengembangkan
kemampuaan dirinya menilai tinggi mutu kerja penuh kreatif
dan efisien serta menempatkan kepentingan tugas secara

wajar di atas kepentingan pribadinya;
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5) Memupuk rasa persatuan, kesatuan dan kebersamaan serta
kesetiakawanan dalam lingkungan tugasnya maupun dalam
lingkungan masyarakat;

6) Menjauhkan diri dan sikapnya dan perbuatan tercela serta
memelopori setiap tindakan mengatasi kesulitan-kesulitan
masyarakat sekelilingnya.

c. Setiapanggota POLRI insane anucacana Dharma:

1) Selalu waspada, siap sedia dan sangup menghadapi setiap
kemungkinan dalam tugasnya;

2) Mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan
penyalahgunaan wewenang;

3) Tidak mengenal berhenti dalam memberantas kejahatan dan
mendahulukan cara-cara pencegahan dari pada penindakan
secara hukum;

4) Memelihara dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam
upaya memelihara ketertiban dan keamananmasyarakat;

F. TeoriPenyebab Kejahatan
Menurut Sutherland (Sutherland), kejahatan mengacu pada perilaku
yang dilarang oleh negara, karena merugikan negara maka negara akan
mengambil langkah-langkah hukuman untuk mencegah danmemberantas
kejahatan. Pandangan Sutherland hampir sama dengan pandangan Sue
Titus Reid. Menurutnya, tindak pidana tersebut merupakan perbuatan

yang disengaja atau kelalaian, melanggar
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undang-undang atau ketetapan pidana tertulis, hukum tidak membela
atau dapat dibenarkan, dan dikenai sanksi oleh negara sebagai tindak
pidana.32

Namun menurut Hoefnagels, kejahatan lebih dari sekedar perilaku.
Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia dan memiliki ciri ikonik
yang jelas, sehingga tidak hanya label atau etiket saja, seperti pencuri,
pemerkosa, pembunuh, dan lain-lain, lebih mudah dipahami. Tidak hanya
itu, kejahatan juga dipandang sebagai perilaku yang berte ntangandengan
nilai atau norma populer di masyarakat. Oleh karena itu, hukuman atas
perbuatan jahat memiliki arti bahwa pengekangan masyarakat
merupakan seperangkat norma dan nilai universal. Oleh karena itu,
kejahatan dan prasangka sosial adalah sama.33

Kejahatan dapat juga dilihat dalam tiga aspek, yakni aspek yuridis,
aspek sosial dan aspek ekonomi.®* Dari sudut pandang hukum, perilaku
orang tersebut dianggap kejahatan hanya jika ia melanggar hukum
pidana dan dihukum serta dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Aspek
sosial berarti jika perilaku seseorang menyimpang dari norma yang
berlaku di masyarakat, maka orang tersebut dianggap melakukan

kejahatan. Aspek ekonomi berarti jika seseorang merugikan orang lain

32 M. Ali Zaidan, 2016, Kriminologi, Sinar Grafika, Jakarta, him. 11.

33 Anang Priyanto, 2012, Kriminologi, Ombak, Yogyakarta, him. 77.

34 Ande Hasbi Nasarudin, 2016, Kriminologi, CV. Pustaka Setia, Bandung, him.
115.
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dengan memaksakan keuntungan ekonominya kepada masyarakat
sekitar, orang tersebut dianggap sebagai tindak pidana.3®
Dalam diskursus kriminologi, dikenal beberapa sebab-musabab
timbulnya kejahatan. Berikut ini beberapa diantaranya:
1. TeoriBiologi
Penelitian modern yang mencoba menjelaskan faktor jahat
biasanya ditujukan pada Cesare Lombroso, yang menggabungkan
positivisme Comte, evolusi Darwin dan pelopor lainnya untuk
mempelajari hubungan antara kejahatan dan hubungan tubuh
manusia.®® Lombrosso, bersama dengan Enrico Ferri dan Rafaele
Gorofalo, mengembangkan metode penentuan posisi baru yang
disebut "Sekolah Italia" atau "Sekolah Frontal" yang bertujuan untuk
menjelaskan perilaku kriminal melalui eksperimen dan penelitian
iimiah.37
Berdasarkan penelitiannya, Lombrosso mengklasifikasikan
penjahat kedalam 4 golongan, yaitu:
a. Borncriminal
Yaitu orang berdasarkan doktrin atavisme. Lombroso
membantah tentang sifat free will yang dimiliki manusia.
Menurutnya doktrin atavisme membuktikan adanya sifat
hewani yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Sifat ini
bisa muncul sewaktu-waktu dari turunannya yang
memunculkan sifat jahat.38
b. Insanecriminal

Yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari beberapa
perubahan dalam otak mereka yang menggangu

*bid.

3¢ Wahyu Widodo, 2015, Kriminologi dan Hukum Pidana, Semarang Press, Semarang, him. 53.
37 |bid.
%8 A, S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, him. 35.
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kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan
salah.39

Occasional criminal

Yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang
terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya.*°
Criminal of passion

Yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya
karena marah, cinta, atau karena kehormatan.*!

Upaya untuk menemukan penyebab kejahatan dalam

karakteristik biologis diprakarsai oleh ahli frenologi seperti Gall dan

Spurzeinm, yang mencari hubungan antara bentuk tengkorak dan

perilaku. Pengajaran biologi kriminal didasarkan pada proposisi dasar

berikut:42

a.
b.
C.

Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan bentuk otak.
Akal terdiri dari kemampuan dan kecakapan.

Kemampuan dan kecakapan ini berhubungan denganbentuk
otak dan tengkorang kepala. Oleh karena otak merupakan
organ dari akal sehingga benjolan-benjolannya merupakan
petunjuk dari kemampuan dan kecakapannya.

Teori ini lebih tegas dituliskan oleh Ninik Widiyanti dan Yulius

Waskita, yakni sebagai berikut:43

a.
b.

C.

Penjahat sejak lahirmempunyai tipe tersendiri.

Misalnya tengkorak asimetris, rahang bawah yang panjang,
hidung pesek, rambut janggut jarang, tahan sakit.

Tanda lahiriah tersebut bukanlah penyebab kejahatan, tetapi
tanda mengenal kepribadian yang cenderung dalam hal
criminal behaviour dan sifat-sifat pembawaan ini dapat terjadi
dan membentuk generasi keturunan epilepsy.

Kerena kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari
melakukan perbuatan jahat, kecuali apabila lingkungan dan
kesempatan memungkinkan.

Beberapa penganut teori aliran ini mengemukakan bahwa
macam-macam penjahat, saling dibedakan oleh tanda
lahirnya.

¥ Wahyu Widodo, Op. Cit., him. 54.

0 1bid.
‘L 1bid.

“21bid., him. 55.

43 1bid.
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2. Tepri PsikologiKriminal

Teori percaya bahwa perilaku kriminal disebabkan oleh faktor
intelektual, ciri kepribadian, motivasi, sikap salah, rasionalitas fantasi,
internalisasi diri yang salah, konflik internal, emosi kontroversial dan
kecenderungan psikopatologis, yang berarti perilaku jahat itu
sebenarnya. kepada keluarga yang telah dilanda perceraian atau
perilaku buruk karena sibuk dengan karier. Secara psikologis,
terlepas dari situasi dan kondisinya, orang yang terusik dengan
interaksi sosial tetap memiliki perilaku yang tidak baik.*4

Menurut W.A. Bonger, ini terkait dengan psikologi kriminal, dan
definisinya termasuk sempit dan luas. Dalam arti sempit, ini termasuk
mempelajari jiwa penjahat sebagai individu. Secara garis besar, itu
mencakup makna sempit, semangat mengklasifikasikan penjahat,
partisipasi langsung atau tidak langsung dari individu atau kelompok
dan konsekuensinya.*® Jadi psikologi criminal adalah mempelajari
ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan.

3. Teori Sosiologi Kriminal

Bertentangan dengan teori sebelumnya, teori sosiologis mencari
alasan perbedaan tingkat kejahatan di lingkungan sosial. Tujuan
utama dari sosiologi kriminal adalah untuk mempelajari hubungan
antara masyarakat dengan anggota kelompoknya, karenahubungan

antara lokasi atau ras dan anggota kelompok, selama

36



hubungan tersebut mengarah pada kejahatan.*® Teori-teori ini dapat
dikelompokkan menjadi tiga kategori.
a. Anomie (Ketiadaan Normal) atau Strain (ketegangan)

Para ekonom berasumsi bahwa semua anggota masyarakat
mengikuti seperangkat nilai budaya, yaitu nilai budaya kelas
menengah, yaitu anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah
keberhasilan dalam perekonomian. Karena orang-orang kelas
tidak memiliki sarana hukum untuk mencapai tujuanini, seperti gaiji
tinggi, area bisnis yang berkembang, dll.,

Mereka merasa frustrasi dan beralih ke cara-cara ilegal.*’

b. Cultural Deviance (penyimpangan budaya)

Sebaliknya, teori deviasi budaya mengklaim bahwa orang-
orang di kelas ini memiliki nilai-nilai yang berbeda, yang seringkali
bertentangan dengan nilai-nilai kelas menengah ke atas.
Akibatnya, ketika kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka
sendiri, mereka mungkin melanggar norma konvensionaldengan
mencuri, merampok, dan lain-lain.*®

c. Social Control (control sosial)

44 Indah Sri Utami, 2012, Aliran dan Teori Dalam Kriminologi, Thafa Media,
Yogyakarta, him. 48.

4 Wahyu Widodo, Op. Cit., him. 57.

46 |bidi., him. 59.

47A. S. Alam, Op. Cit., him. 45
48 |bid., him. 46.
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Faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan menurut

Walter Lunden, yaitu:*°

1) Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota
jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.

2) Terjadi konflik antara norma aat pedesaan tradisional dengan
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran
sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.

3) Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat
pada pola control sosial tradisionalnya, sehingga anggota
masyarakat terutama remaja menghadapi “samarpola” atau
ketidakjelasan pola untuk menentukan perilakunya.

4. TeoriLainnya.
a. Teori Labeling
Menurut Becker, kejahatan ini sering menarik perhatian
pengamat karena anggota kelompok yang berbeda memiliki
konsep yang berbeda tentang apa yang baik danapa yang pantas
dalam situasi tertentu.*® Oleh Howard, teori labeling ini dibedakan
menjadi dua bagian, yaitu:>!

1) Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang

memperoleh cap atau label.

2) Efeklabeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

49 |bid.
0A S, Alam, Op. Cit., him. 67.
51 |bid.
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Penandaan merupakan proses yang akan menghasilkan
penyimpangan dari gambar dan menolak penyortir. Dua konsep
yang juga dikenal dalam teori penandaan, yaitu deviasi primer dan
deviasi sekunder. Penyimpangan mayor adalah perilaku yang
menyimpang dari perilaku awal. Pada saat yang sama,
penyimpangan sekunder terkait dengan reorganisasi psikologis
yang dialami dengan ditangkap dan ditandai sebagai penjahat.
Begitu stempel ditempelkan pada seseorang, maka sulit bagi
personel terkait untuk melepaskan diri dari stempel tersebut,
kemudian menggunakan stempel yang diberikan kepadanya oleh
masyarakat untuk mengidentifikasi dirinya.52

b. Teori Konfilk

Teori konflik merupakan teori yang mempertanyakan
hubungan antara kekuasaan legislatif dengan kejahatan, terutama
akibat merebaknya aksi-aksi konflik dan fenomena sosial yang
majemuk serta hasil dari berbagai model. Teori konflik
mengasumsikan bahwa orang memiliki tingkat kekuasaan yang
berbeda dalam proses mempengaruhi perumusan dan penegakan
hukum, dan oleh karena itu orang memiliki tingkat kekuasaan yang
berbeda. Mereka yang memiliki kekuasaan lebihbesar cenderung
menunjukkan perilaku kriminal yang dianggap melanggar nilai dan

kepentingannya.53

52 |bid., him. 69.
%3 Anang Priyanto, Op. Cit., him. 88.
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G. TeoriUpayaPenanggulangan Kejahatan

Bidang kebijakan pidana meliputi upaya atau kebijakan pencegahan
dan pengendalian kejahatan. Kebijakan pidana ini tidak terlepas dari
kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari
kebijakan / tindakan kesejahteraan sosial dan kebijakan / tindakan untuk
melindungi masyarakat.

Kebijakan  pencegahan kejahatan dilaksanakan  melalui
penggunaan hukum pidana (hukum pidana). Oleh karena itu, kebijakan
hukum pidana terutama pada tahap kebijakan peradilan harus
memperhatikan dan mendorong terwujudnya tujuan kebijakan sosial
berupa kesejahteraan sosial dan kesejahteraan sosial. . Pertahanan
sosial. Sistem penegakan hukum tanpa arsitektur yang terkoordinasi dan
tanpa pengawasan oleh lembaga independen dan berwenang
merupakan salah satu kendala dalam memerangi kejahatan.>
Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan
sarana Non Penal dan sarana Penal.

Tindakan nonpidana adalah upaya pencegahan tindak pidana yang
bersifat preventif, yaitu melakukan tindakan pencegahan terhadaptindak
pidana yang mungkin dilakukan sebelum tindak pidana tersebut terjadi.
Namun jika diartikan secara luas pencegahan dapat berupa tindakan

represif berupa menghukum pelanggar, sehingga orang-orang

54 Barda Nawawi Arief, 2005, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan
Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, him. 74.
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yang terlibat dan masyarakat secara keseluruhan tidak akan melakukan
tindak pidana.®®

Tindakan pidana adalah upaya untuk mengatasi tindak pidana
represif (penuntutan) terhadap pelanggar atau pelaku kejahatan. Oleh
karena itu, pekerjaan ini dilakukan dengan menghukum pelanggar
setelah kejahatan terjadi. Upaya penyelesaian hukum pidana melalui
peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat pada
hakikatnya berupa langkah-langkah kebijakan. Upaya pengendalian
kejahatan melalui hukum pidana (hukum pidana) lebih menekankan pada
upaya “represif’ atau “represif / represif’ yang dilakukan setelah terjadi
tindak pidana atau non-kejahatan.>®

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dapat dilaukan
dengan tiga cara yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif (pencegahan),
dan upaya represif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi- fungsi
utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diaturdalam
Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian, yakni:
1. Upaya Pre-Emtif (pembinaan)

Upaya aktif merupakan upaya awal yang dilakukan oleh
kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Upaya
pencegahan kejahatan secara aktif adalah menanamkan nilai / norma
yang baik sehingga norma tersebut terinternalisasi dalam tubuh

manusia. Sekalipun ada peluang untuk melakukan tindak

%5 Barda Nawawi Arief, Op. Cit, him. 23
%8 ibid
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pidana / kejahatan, namun jika tidak berniat melakukannya, Anda
tidak akan melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kalaupun ada
peluang, faktor niat akan hilang dalam usaha ini.

. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upayaPre-
emtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya
kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah
menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya
preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk
mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap
kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat,
sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif ini merupakan
upaya yang lebih baik dari upaya setelahterjadinya suatu tindak
pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba
mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih
mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan
menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha
memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang
kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau
mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak

terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis).

42



3. Upaya Represif

Program tersebut bertujuan untuk menindak produsen,
pedagang, pedagang dan pengguna narkotika. Tindakan represif
adalah tindakan pencegahan kejahatan secara konseptual yang
dilakukan setelah kejahatan terjadi. Tindakan penanggulangan untuk
melakukan tindakan represif ditujukan untuk menindak pelaku
berdasarkan perbuatannya dan memperbaikinya kembali sehingga
mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah ilegal dan
merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulanginya dan
orang lain akan melakukan perbuatan tersebut. melakukan yang
sama. Penindasan tentunya tidak dapat dipisahkan dari sistem
peradilan pidana kita, karena setidaknya terdapat lima (lima)
subsistem dalam sistem peradilan pidana, yaitu terdiri dari peradilan,
kejaksaan, kepolisian, penjara, dan pembela. Secara keseluruhan,

mereka saling terkait dan terkait secara fungsional.
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